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ABSTRAK 
PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 
seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai 
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu 
wilayah. Dimana Tingkat PDRB dapat menggambarkan pertumbuhan Ekonimi 
suatu wilayah. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan 
tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan 
dalam perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa 
besar pengaruh dari Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja 
Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan 
Metode Penelitian menggunakan Analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan data rentang waktu 11 tahun mulai dari 2001 hingga 2011. 
Berdasarkan hasil penelitian maka di dapat hasil, investasi PMDN dan PMA 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB disulawesi Selatan sedangkan 
belanja pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan 
Kata kunci : PDRB, Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah,Tenaga Kerja, regresi 
linier berganda. 
 
ABSTRACT 
 
           GDP is defined as the total value-added generated by unit of the work in a 
region or is the total value of final goods and services produced by all economic 
units in a region. Floor where can GDP growth reflects a region economically. 
High rate of economic growth as shown by the high value of GDP show that area 
experienced improvement in the economy. The purpose of this study was to see 
how big the influence of prudential floor, government expenditure and labor 
against GDP of South Sulawesi. 
 The research method using multiple linier regression analysis using data 
from 11 years span of the time from 2001 to 2011. Based on the result of the 
research could result in domestic investment and FDI investment is positive and 
significant GDP effect on the South Sulawesi while government expenditure and 
labor significant and negative effect on the GDP of South Sulawesi 
Keyword : GDP, Invesment Level, Government Expenditure, Labor and multiple 
linier regression. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang 
meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan 
perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi 
perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan 
pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang 
diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal 
pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi 
masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan 
kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun 
kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2004). 
Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam 
suatu Negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan itu sendiri dapat 
diartikan  sebagai gambaran mengenai dampak dari kebijakan-kebijakan 
pemerintah yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi. Menurut Boediono (1999), 
pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat pertambahan dari pendapatan 
nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai proses 
kenaikna output per kapita dalam jangka panjang dan merupakan ukuran 
keberhasilan pembangunan. 
Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf 
hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan 
riil perkapita (Suparmoko, 2002). Salah satu tujuan pembangunan nasional 
adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan 
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kerjadan memberikan kehidupan yang layak sebagaimana tujuan awal didirikan 
Negara ini adalah memajukan dan  meningkat kesejahteraan rakyat. Oleh karena 
itu, upaya  pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, 
mencakup berbagai aspek kehidupan dan dilaksanakan secara 
berkesinambungan. Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk 
mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya, 
perubahan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal dapat menyebabkan 
perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada 
menjauhi keseimbangan semula. 
Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses 
pembangunan. Salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi 
proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping 
sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan. 
Sedangkan pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan 
untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat 
nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah (Pantjar 
Simatupang dan Saktyanu K, 2003 dalam Ravi, 2010). 
Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan 
pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan 
ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk 
menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam 
mengadakan suatu tindakan tertentu. Pembangunan ekonomi ini mempunyai tiga 
sifat penting, sifat yang pertama adalah suatu proses yang berarti merupakan 
perubahan yang terjadi terus-menerus. Kedua, suatu usaha untuk menaikkan 
pendapatan per jiwa/income per kapita. Ketiga, adalah kenaikan income per 
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kapita itu harus terus-menerus dan pembangunan itu dilakukan sepanjang masa 
(Hasibuan, 1987). 
Pemberlakuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pelimpahan 
sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan 
urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional Negara 
Rebuplik Indonesia dan pemberlakuan Undang-undang No. 33 tahun 2004 
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah, diharapkan bisa memotifasi peningkatan kreatifitas dan inisiatif untuk 
lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap 
daerah dan dilaksanakan secara terpadu, serasi dan terarah agar pembangunan 
disetiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah 
(Jhingan, 1999 dalam Yunarko, 2007). Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian 
dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya 
pertumbuhan domestik regional bruto perkapita (PDRB) perkapita (Zaris, 1987).  
Bagi Negara berkembang termasuk Indonesia, pesatnya aliran modal 
merupakan kesempatan yang bagus guna memperoleh pembiayaan 
pembangunan ekonomi.dimana pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan 
oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu usaha berkelanjutan yang 
diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan 
Pancasila dan UUD 1945, sehingga untuk dapat mencapai tujuan itu maka 
pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi. Namun karena 
keterbatasan sumber daya yang dimiliki (tercermin pada tabungan nasional yang 
masih sedikit) sedangkan kebutuhan dana unyuk pembangunan ekonomi sangat 
besar. Maka cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan 
meningkatkan investasi. 
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Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat 
dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, 
meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan 
ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan 
masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa 
dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 
daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah (Suryono, 
2010). 
 
Tabel 1.1 : PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 
(Milyar Rupiah) Sulawesi Selatan Tahun 2006-2011 
Tahun PDRB (Milyar) PDRB (%) 
2006 38,867.69 6.72 
2007 41,332.43 6.34 
2008 44,549.82 7.78 
2009 47,314.03 9.20 
2010 51,197.03 13.83 
2011 55.116.92 15.26 
JUMLAH 278.377.92 59.13 
 
  Sumber : Data diolah dari BPS Sulsel 
 Berdasarkan pada tabel 1.1 terlihat bahwa PDRB Provinsi Sulawesi 
Selatan di tahun 2010 sangat jauh mengalami peningkatan di bandingkan tahun 
sebelumnya yaitu, pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi mengalami 
peningkatan sebesar 13.83% sedangkan tahun sebelumnya yang hanya 
mengalami peningkatan sebesar 9.20%. Hal ini dapat disebabkan oleh 
peningkatan belanja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara 
berangsur-angsur telah mengalami peningkatan yang positif.  
5 
 
Ditinjau dari sumber daya yang dimiliki, Sulawesi Selatan mempunyai 
kemungkinan yang sangat besar untuk aktifitas penanaman modal khususnya 
Penanaman Modal Asing (PMA) karena banyaknya tersedia berbagai bahan 
mentah dari berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan dan juga 
potensi daerah yang dijadikan objek wisata sehingga potensi-potensi daerah ini 
diberdayakan maka sangat besar manfaatnya dalam menghasilkan devisa 
Negara dan juga menunjang terciptanya kegiatan ekonomi disekitar daerah 
tersebut yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.  
Untuk terciptanya ekonomi yang berkembang di Sulawesi Selatan maka 
pembangunan ekonomi harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah 
Sulawesi Selatan harus mampu memanfaatkan seluruh dana yang ada untuk 
pembangunan ekonomi. Dalam hal untuk menggerakkan dan memajukan 
pemasukan daerah, pemerintah Sulawesi Selatan berkewajiban untuk memakai 
dana sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan 
semaksimal dan seefisien mungkin. Pembangunan daerah di Sulawesi Selatan 
diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru yang sesuai dengan 
kemampuan daerah ini untuk menyerap tenaga kerja lokal untuk kepentingan 
daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Dalam hal untuk meningkatkan pendapatan didaerah Sulawesi Selatan 
dibutuhkan peran serta sektor swasta dan peningkatan partisipasi tenaga kerja 
lokal sebagai modal untuk membangun daerah ini.. Sebagai pedoman 
perencanaan guna meningkatkan  pembangunan di daerah Sulawesi Selatan 
pemerintah harus menggunakan metode pembangunan dari bawah ke atas agar 
pembangunan ekonomi di daerah ini bisa berkelanjutan dan sesuai dengan 
harapan kita semua. 
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Pertumbuhan ekonomi berarti pembangunan kegiatan dalam 
perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat 
bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Asion, 2009). Namun untuk 
mencapai tingkat perekonomian yang tinggi tidaklah begitu mudah. Pertumbuhan 
ekonomi dapat dicapai dengan berbagai faktor pendukung sperti sumber daya 
alam yang tersedia, stabilitas nasional, belanja pemerintah yang tercantum pada 
APBD dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian dalam 
meningkatkan pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan  
Berdasarkan urain diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul : “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan 
Tenaga Kerja terhadap PDRB di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dikemukakan masalah 
yang ingin di sampaikan, yaitu : 
 Seberapa besar pengaruh tingkat investasi, belanja pemerintah dan 
tenaga kerja terhadap PDRB di Sulawesi Selatan Tahun 2001-
2011. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini disertai dengan tujuan penelitian, yaitu : 
 Untuk menganalisis apakah tingkat investasi, belanja pemerintah, 
dan tenaga kerja berpengaruh terhadap PDRB Sulawesi Selatan. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 
: 
1. Sebagai masukan bagi pemerintah terhadap khususnya instansi-instansi 
terkait. 
2. Sebagai masukan bagi masyarakat Indonesia khususnya Sulawesi 
Selatan agar dapat mengetahui kondisi perekonomian yang sedang 
berjalan. 
3. Untuk sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 
ekonomi. 
4. Untuk menambah wawasan penulis menyukai perekonomian Indonesia 
khususnya daerah Sulawesi Selatan. 
5. Memberikan gambaran seberapa besar kontribusi tingkat investasi, 
belanja pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB di Sulawesi Selatan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tinjauan Teoritis 
2.1.1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan 
kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan 
domestik regional bruto per kapita (Zaris,1987). pertumbuhan ekonomi berarti 
perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan 
jasa yang diproduksi dalam masyarakat (Sukirno, 1994). Menurut Prof. Simon 
Kuznets (dikutip dari Boediono, 1999) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan 
kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk 
menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Samuelson 
(1995) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya 
perluasan atau peningkatan dari Gross Domestic Product potensial/output dari 
suatu negara.  
Ada empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Pertama, 
sumber daya manusia maksudnya kualitas input tenaga kerja, atau sumber 
daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Hampir 
semua faktor produksi yang lainnya, yakni barang modal, bahan mentah serta 
teknologi, bisa dibeli atau dipinjam dari negara lain. Tetapi penerapan teknik-
teknik produktivitas tinggi atas kondisi-kondisi lokal hampir selalu menuntut 
tersedianya manajemen, ketrampilan produksi, dan keahlian yang hanya bisa 
diperoleh melalui angkatan kerja terampil yang terdidik. Kedua, sumber daya 
alam dengan faktor produksi adalah tanah. Tanah yang dapat ditanami 
merupakan faktor yang paling berharga. Selain tanah, sumber daya alam yang 
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penting antara lain minyak-minyak gas, hutan air dan bahan-bahan mineral 
lainnya. 
Ketiga, pembentukan modal. Untuk pembentukan modal, diperlukan 
pengorbanan berupa pengurangan konsumsi, yang mungkin berlangsung 
selama beberapa puluh tahun. Pembentukan modal modal dan investasi ini 
sebenarnya sangat dibutuhklan untuk kemajuan cepat di bidang ekonomi. 
Keempat adalah perubahan teknologi dan inovasi. Salah satu tugas kunci 
pembangunan ekonomi adalah memacu semangat kewiraswastaan. 
Perokonomian akan sulit untuk maju apabila tidak memiliki para wiraswastawan 
yang bersedia menanggung resiko usaha dengan mendirikan berbagai pabrik 
atau fasilitas produksi, menerapkan teknologi baru, mengadapi berbagai 
hambatan usaha, hingga mengimpor berbagai cara dan teknik usaha yang lebih 
maju (Samuelson, 1995). 
Ada kecenderungan atau dapat diliat sebagai suatu hipotesis bahwa 
semakin laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang membuat semakin 
tinggi atau semakin cepat perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi bahwa 
faktor-faktor penentu lain mendukung proses tersebut, seperti tenaga kerja, 
bahan baku dan teknologi tersedia (Tambunan, 2001). Menurut Sukirno (1994) 
bahwa istilah pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari 
perkembangan dari suatu perekonomian, sedangkan dalam analisis makro 
ekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu Negara diukur dari 
perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu Negara. 
Sumitro Djojohadikusumo (dalam Sanusi, 2004), perkembangan 
ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada 
susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi 
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pada umunya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan 
pendapatan riil perkapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang 
disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Dari definisi tersebut dapat 
dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian: Suatu proses 
yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan 
pendapatan per kapita, kenaikan pendapatan per kapita harus terus 
berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem 
kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hokum, sosial, dan 
budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu : aspek perbaikan 
dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi (baik legal formal 
maupun informal) (Arsyad, 1999). 
Salah satu tugas kunci pembangunan ekonomi adalah memacu 
semangat kewiraswastaan. perekonomian akan sulit untuk maju apabila tidak 
memiliki para wiraswasta yang bersedia menanggung resiko usaha dengan 
mendirikan berbagai pabrik atau fasilitas produksi, menerapkan teknologi baru, 
menghadapi berbagai hambatan usaha, hingga mengimpor berbagai cara dan 
teknik usaha yang lebih maju (Samuelson, 1995). Menurut boediono (1992) 
pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output per kapita 
dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi disini meliputi 3 
aspek, yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek ekonomis) 
suatu perekonomian berkembang, berubah dari waktu ke waktu sedangkan 
pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output perkapita, 
dalam hal ini meliputi dua aspek penting yaitu output total dan jumlah 
penduduk. Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk dan 
yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan perspektif waktu 
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jangka panjang. Dikatakan tumbuh bila dalam jangka panjang waktu yang 
cukup lama (lima tahun) mengalami kenaikan output. 
2.1.2. Model Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB 
Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output 
per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya adalah pada tiga aspek, yaitu: 
proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah 
“proses”, bukan gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah dan 
pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga 
pembangunan sektoral yang berlangsung didaerah-daerah, benar-benar 
dengan potensi dan prioritas daerah. Untuk keseluruhan pembangunan, daerah 
juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya 
dan pertahanan keamanan didalam mewujudkan tujuan nasional.  
Pembangunan daerah dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan 
ekonomi antar daerah tidak semakin meluas, tujuan pembangunan yang 
sedang dilaksanakan mencakup sasaran seperti : pertama, dalam usaha 
meratakan pembangunan diseluruh daerah, sekaligus untuk menghindarti 
terjadinya jurang perbedaan tingkat pembnagunan antar daerah yang semakin 
dalam. Kedua, pengarahan dalam kegiatan pembangunan daerah sesuai 
dengan kemampuan aspirasi dan potensi yang terdapat didaerah, baik bagi 
kepentingan perkembangan nasional maupun bagi kepentingan daerah itu 
sendiri. Ketiga, mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling 
menguntungkan agar terjalin ikatan-ikatan (ekonomi) antar daerah yang kuat 
didalam satu rangka kesatuan ekonomi nasional yang kokoh. Keempat, 
membina daeraah-daerah minus, daerah perbatasan, dan tanah-tanah kritis, 
dengan program-program khusus (Sanusi, 1987).  
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Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna 
menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi disuatu Negara. 
“Pertumbuhan” (growth) tidak identik dengan “pembangunan” (development) 
pertumbuhan ekonomi adalah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan 
dalam proses pembangunan (Meier, 1989). Pertumbuhan ekonomi hanya 
mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan 
pembangunan berdimensi lebih luas. 
Pembangunan daerah juga diarahkan untuk mencapai tiga tujuan 
penting, yaitu mencapai pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan 
keberlanjutan (sustainability). Tujuan pembangunan yang pertama, untuk 
pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya yang terdiri 
atas sumber daya manusia (human capital), peralatan (man made recources) 
dan sumber daya alam (natural resources) dapat dialokasikan secara maksimal 
dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif. Dalam hal ini 
terdapat upaya memadukan kemampuan sumer daya manusia dan 
pemanfaatan sumber daya alam dengan ketersediaan sumber daya alam dan 
sumber daya buatan dengan teknologi dalam rangka memperbesar 
produktifitas.  
Semakin tinggi tingkat kemampuan sumber daya manusia, besar 
kemungkinan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia guna 
mencapai pertumbuhan yang tinggi. Sedangkan tujuan pembangunan yang 
kedua, yaitu pemerataan yang mempunyai implikasi dalam pencapaian tujuan 
yang ketiga, sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya 
pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan 
dapat dinikmati semua pihak. Sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan 
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daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya, baik 
yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus 
tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi (Jhingan, 1999 dalam 
Yunarko, 2007). 
Pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi 
sebagai akibat dari penentu-penentu endogen maupun eksogen, yakni faktor-
faktor yang terdapat didalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor 
diluar daerah atau kombinasi keduanya. Suatu pendekatan yang lazim 
digunakan untuk menjelaskan penentuan-penentuan internasional dari 
pertumbuhan regional adalah melalui penggunaan model-model ekonomi 
makro. Model-model ini berorientasi pada segi penawaran dan berusaha 
menjelaskan output menurut faktor-faktor regional tertentu yang masing-masing 
dapat dianalisa secara sendiri-sendiri.  
Jika dirumuskan menurut faktor-faktor yang lebih penting dan lebih 
mudah dikuantitaskan, maka rumus persamaan yang mencerminkan hubungan 
input output adalah menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas. 
Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan 
kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan 
domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita) (Zaris, 1987). Tingginya 
tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB 
menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam 
perekonomian.  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik 
(BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 
usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan 
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jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk 
Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah 
barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang 
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai 
tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu. 
Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan digunakan 
untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 
2005:56), sedangkan menurut BPS Produk domestik regional bruto atas dasar 
harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian 
dan peranan sektor ekonomi. Untuk lebih jelas dalam menghitung angka-angka 
produk domestik regional bruto ada tiga pendekatan yang cukup kerap 
digunakan dalam melakukan suatu penelitian.  
Yang pertama,  menurut pendekatan produksi. dalam pendekatan 
produksi, produk domestik regional bruto adalah menghitung nilai tambah dari 
barang dan jasa yang diproduksikan oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah 
tersebut dikurangi biaya antara masingmasing total produksi bruto tiap kegiatan 
subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan 
selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari 
luar yang dipakai dalam proses produksi (Robinson Tarigan, 2005). 
Yang kedua, menurut pendekatan Pendapatan. Dalam pendekatan 
pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan 
menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah dan 
gaji dan surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.pada sektor 
pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak 
diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, 
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dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan banyak dipakai pada sektor 
jasa, tetapi tidak dibayar setara harga pasar, misalnya sektor pemerintahan. Hal 
ini disebabkan kurang lengkapnya data dan tidak adanya metode yang akurat 
yang dapat dipakai dalam mengukur nilai produksi dan biaya antara dari berbagai 
kegiatan jasa, terutama kegiatan yang tidak mengutip biaya (Robinson Tarigan, 
2005). Ketiga yaitu,menurut pendekatan pengeluaran. Pendekatan dari segi 
pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa 
yang diproduksi di dalam negri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total 
penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah 
tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi 
pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok dam 
ekspor neto. 
Cara penyajian produk domestik regional bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu : 
Pertama, produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan. 
Menurut BPS pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga 
konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang 
dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan 
berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga 
konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang 
sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya. 
Yang kedua ialah, produk domestik regional bruto atas dasar harga 
berlaku Pengertian Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku 
menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor 
perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan 
nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi 
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dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama 
dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi. 
Adapun manfaat penghitungan nilai PDRB yaitu, mengetahui dan 
menelaah struktur atau susunan perekonomian. Dari perhitungan PDRB dapat 
diketahui apakah suatu daerah termasuk daerah industri, pertanian atau jasa dan 
berapakah besar sumbangan masing-masing sektornya dan membandingkan 
perekonomian dari waktu ke waktu. Oleh karena nilai PDRB dicatat tiap tahun, 
maka akan di dapat catatan angka dari tahun ke tahun. Dengan demikian 
diharapkan dapat diperoleh keterangan kenaikan atau penurunan apakah ada 
perubahan atau pengurangan kemakmuran material atau tidak.  
2.2 Hubungan Antar Variabel 
2.2.1. Tingkat Investasi Terhadap PDRB 
Menurut Sukirno (2004), investasi didefinisikan sebagai pengeluaran 
untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan 
tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam 
perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa 
dimasa yang akan datang. Dengan kata lain dalam teori ekonomi, investasi 
berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam 
perekonomian. Secara umum investasi meliputi pertambahan barang an jasa 
dalam masyarakat seperti pertambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan 
baru, lahan baru dan sebagainya. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan 
output tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi 
pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Sedangkan, 
Dombush & Fisher berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang 
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dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau 
pendapatan dimasa mendatang. 
Investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk 
pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk 
perluasan pabrik (Boediono, 1992). 
Menurut Todaro (1981) persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu 
Negara adalah pertama, akumulasi modal. Dalam hal ini termasuk akumulasi 
baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. kedua, 
perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja 
dan keahliannya. Ketiga, kemajuan teknologi. Akumulasi modal akan berhasil 
apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan 
diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan pendapatan di 
kemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan sumber-
sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi 
dalam bentuk “capital formation” untuk mencapai tingkat produksi yang lebih 
besar. Investasi dibidang pengembangan sumberdaya manusia akan 
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sehingga menjadi tenaga 
ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif. 
Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu 
masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan 
kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran 
masyarakat. peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan 
investasi, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, 
sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat 
pendapatan nasional serta kesempatan kerja adapula pertambahan barang 
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modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan yang 
terakhir investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. 
Suryana (2000) menyatakan bahwa kekurangan modal dalam Negara 
berkembang dapat dilihat dari beberapa sudut. Pertama, kecilnya jumlah mutlak 
kapita material. Kedua, terbatasnya kapasitas dan keahlian penduduk. Ketiga 
dan yang terakhir adalah rendahnya investasi netto. Akibat keterbatasan 
tersebut, Negara-negara berkembang mempunyai sumber daya yang belum 
dikembangkan dan sumber daya manusia yang masih potensial. Oleh karena 
itu,  untuk meningkatkan produktivitas maka perlu mempercpat investasi baru 
dalam barang-barang modal fisik dan pengembangan sumber daya manusia 
melalui investasi dibidang pendidikan dan pelatihan. 
Hal ini sejalan dengan teori perangkap kemiskinan (vicious circle) yang 
berpendapat bahwa ketidakmampuan untuk mengarahkan tabungan yang 
cukup dan kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal dan 
taraf pendidikan, pengetahuan dan kemahiran yang relatif rendah merupakan 
faktor utama yang menghambat terciptanya pembentukan modal di Negara 
berkembang. 
Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan 
ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori tersebut 
menitikberatkan pada peranan tabungan dan industri sangat menentukan 
dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Arsyad, 1997). 
Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini antara lain 
perkenomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-
barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh adapula 
asumsi yang menyatakan bahwa dalam perekonomian dua sektor (Rumah 
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Tangga dan Perusahaan) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak 
ada. Asumsi lain menyatakan besarnya tabungan masyarakat adalah 
proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan 
dimulai dari titik original (nol). Asumsi yang terakhir menyatakan 
kecenderungan untuk menabung (Marginal Propercity to Save =MPS) besarnya 
tetap, demikian juga rasio antar modal output (Capital Output Ratio =COR) dan 
rasio penambahan modal output (incremental Capital Output Ratio). Teori ini 
memiliki kelemahan yakni kecenderungan menabung dan rasio pertambahan 
modal output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang. 
Demikian pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak konstan, 
harga selalu berubah dan suku bunga dapat berubah akan mempengaruhi 
investasi. 
Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi 
akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu Negara semakin besar. 
Dengan diasumsikan bahwa invstasi swasta dan public di bidang sumber daya 
atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas 
positif) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan 
ilmiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan 
peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen 
menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan 
proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Deddy, 2008). 
Harold dan Dommar memberikan peranan kunci kepada investasi 
terhadap peranannya dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai 
watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda 
dimana dapat menciptakan pendapatan, dan yang kedua, investasi 
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memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok 
modal (Jhingan, 1999 dalam Yunarko, 2007). Hampir semua ahli ekonomi 
menekankan arti pentingnya pembentukan investasi sebagai penentu utama 
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Arti pentingnya 
pembentukan investasi disini adalah bahwa masyarkat tidak menggunakan 
semua pendapatanya untuk dikonsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabung 
dan tabungan ini diperlukan untuk pembentukan investasi. Selanjutnya 
pembentukan investasi ini telah dipandang sebagai salah satu faktor bahkan 
faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Misalkan, investasi dalam 
peralatan modal atau pembentukan modal adalah tidak hanya meningkatkan 
produksi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat meberikan kesempatan 
kerja bagi masyarakat. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara 
pembentukan investasi dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara 
(Prasetyo, 2009).  
Dalam upaya pembangunan ekonomi modal memegang peranan penting, 
karena akumulsi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan 
ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan ekonomi suatu 
daerah. Dimana investasi itu dapat dilakukan dengan cara menghimpun 
akumulasi modal untuk membangun sejumlah gedung dan peralatan yang 
berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu bangsa akan 
bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat. 
Investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun 
Penanaman Modal Asing (PMA) memainkan peranan penting dalam menentukan 
jumlah output dan pendapatan. Dengan semakin besarnya investasi baik PMDN 
maupun PMA maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta 
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dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu 
daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB 
dan diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. Dengan 
demikian investasi PMDN dan PMA memiliki hubungan positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 
Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik 
maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan swasta 
dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki suatu 
daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB. 
2.2.2. Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan PDRB 
Menurut Halim (2004) belanja modal merupakan belanja pemerintah 
daerah yang manfaatnya satu anggaran dan akan menambah asset atau 
kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin 
seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. 
Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang 
menghasilkan aktiva tetap tertentu Nodiawan (2006). Terdapat tiga cara untuk 
memperoleh aset tetap pemerintah daerah yaitu membangun sendiri, 
menukarkan dengan asset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. 
Pemerintah daerah biasanya melakukan dengan cara membangun sendiri atau 
membeli. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan 
adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. 
Belanja pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak di sektor 
bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan 
jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Belanja/biaya 
berdasarkan hubungannya dengan aktivitas di bagi dua, yaitu biay alangsung 
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dan biaya tidak langsung. Pengklasifikasian tersebut berdasarkan PP No. 15 
Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 
Tahun 2007 sebagai revisi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, belanja daerah diklasifikasikan 
menjadi Belanja Administrasi Umum (BAU), Belanja Operasi dan Pemeliharaan 
(BOP), belanja Modal, Belanja Tidak tersangka, dan Belanja Bantuan Keuangan. 
Sedangkan berdasarkan peraturan yang baru yaitu Permendagri No. 59 Tahun 
2007 (Revisi atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah),  
klasifikasi belanja diperbaiki dan dikelompokkan menjadi belanja 
langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang terkait 
langsung dengan program dan kegiatan. Suatu kegiatan tidak akan terlaksana 
tanpa adanya biaya tersebut. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja 
yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan.  
Teori Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan 
ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupn 
tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan 
pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam 
keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah 
yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi 
semakin besar. 
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Pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) adalah bagian dari 
kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur 
jalannyaperekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan untuk 
nasional dan APBD untuk daerah/regional (Sadono Sukirno,2000). 
Pengeluaran pemerintah berupa pembayaran subsidi atau bantuan 
langsung kepada berbagai golongan masyarakat. Pemerintah mampu 
mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan menurut dua cara yang 
terpisah. Pertama, pembelian pemerintah atas barang dan jasa (G) yang 
merupakan komponen dari permintaan agregat. Kedua, pajak dan transfer 
mempengaruhi hubungan antara output dan pendapatan( Y) dan Transfer ke 
Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus 
dan Penyesuaian. pendapatan disposibel (pendapatan bersih yang siap untuk 
dikonsumsi dan ditabung), yang didapat oleh sektor swasta. (Dornbusch dan 
Fischer, 1999) Perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak akan 
mempengaruhi tingkat pendapatan. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa 
kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Jika 
perekonomian berada dalam resesi, pajak harus dikurangi atau pengeluaran 
ditingkatkan untuk menaikkan output. Jika sedang berada dalam masa makmur 
(booming) pajak seharusnya dinaikkan atau pengeluaran pemerintah dikurangi 
agar kembali ke penggunaan tenaga kerja penuh. 
Untuk memberikan kemudahan dalam mekanisme pelaksanaan APBN 
dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, maka 
diterbitkan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman 
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penggunaan AKUN pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja 
modal sesuai dengan BAS. 
Menurut Perdirjen Perbendaharaan tersebut, suatu belanja dikategorikan 
sebagai belanja modal apabila:1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya 
perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan 
kapasitas; 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset 
tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah; 3) Perolehan aset tetap 
tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Sayang tidak dijelaskan bagaimana cara 
mengetahui niat bukan untuk dijual atau untuk dijual.  
karakteristik aset lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset 
pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dan nilainya relatif 
material. Belanja modal juga mensyaratkan kewajiban untuk menyediakan biaya 
pemeliharaan. 
2.2.3. Tenaga Kerja Terhadap PDRB 
Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15-64 
tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu 
angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Suparmoko, 2002). Angkatan kerja 
terdiri atas golongan ynag bekerja, dan golongan yang menganggur dan 
mencari kerja (simanjuntak, 1985). Angkatan kerja adalah penduduk yang 
belum bekerja namun siap untuk bekerja atau sedang mencari kerja pada 
tingkat upah yang berlaku. 
Sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah 
mereka yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan 
golongan lain-lain atau penerima pendapatan (Simanjuntak, 1985). Banyak 
sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya. 
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Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan 
menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang banyak 
tersebut diharapkan akan mampu memacu peningkatan kegiatan ekonomi yang 
pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja (employed atas tiga 
macam. Pertama, tenaga kerja penuh (full employed) adalah tenaga kerja yang 
mempunyai jam kerja ≥ 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu 
sesuai dengan uraian tugas. Kedua, tenaga kerja tidak penuh atau setengah 
pengangguran (under employed) yaitu tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam 
dalam seminggu. Ketiga, tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak 
bekerja (unemployed), yaitu tenaga kerja dengan jam kerja 0 ≥ 1 jam per 
minggu. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang 
ketenagakerjaan yang ditetapkan tanggal 1 oktober 1998 telah ditentukan 
bahwa batasan minimal usia seorang tenaga kerja di Indonesia adalah 10 tahun 
atau lebih. Namun Indonesia tidak menganut batasan maksimum usia seorang 
tenaga kerja. Hal ini terjadi karena Indonesia belum memiliki jaminan sosial 
nasional yang cukup kuat. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun 
atau lebih yang ikut serta berpartisipasi dalam proses produksi untuk 
menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan 
Angkatan kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor 
positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih 
besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan 
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penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. 
Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju 
pertumbuhan yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau 
negatif dari pembangunan ekonominya. 
Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari 
pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian 
daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan 
pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh 
tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang 
seperti kecakapan manajerial dan administrasi. 
Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada 
umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang 
bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogeny dan tidak 
terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor 
modern secara lancer dan dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian 
penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya 
permintaan atas tenaga kerja  (dari sektor tradisional) bersumber pada 
ekspansi kegiatan sektor modern.Dengan demikian salah satu faktor yang 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. 
Menurut Nicholson W (1991) bahwa suatu fungsi produksi suatu barang 
atau jasa tertentu (q) adalah q = f(K,L) diamana K merupakan  modal dan L 
adalah tenaga kerja yang memprlihatkan jumlah maksimal suatu barang atau 
saja yang dapat diproduksi dengan mengguanakan kombinasi alternative 
antara K dan L maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan 
dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan dan 
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masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tembahan keluaran yang 
dapat diproduksi. Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut 
dengan produk fisik marjinal (Marginal physical Product). 
Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah 
terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada 
awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu 
tingkat akan memperlihatkan penurunan produktivitas serta setelah mencapai 
tingkat keluaran maksimal setiap penambahan tenaga kerja aakan mengurangi 
pengeluaran. 
Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk berumur 10 tahun ke atsa 
terbagi sebagai angkatan kerja (AK) dan bukan AK. Angkatan kerja dikatakan 
bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau 
membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja 
paling sedikit satu jam secara kontiniu selama seminggu yang lalu. Sedangkan 
penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut 
menganggur (Budi santosa, 2001). 
Payaman J. Simanjuntak (1985) menyebutkan bahwa tenaga kerja 
adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari 
pekerjaan dan ,melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus 
rumah tangga. 
Jumlah angkatan kerja yang sedang bekerja merupakan gambaran 
kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan 
kerja yang tersedia makan akan menyebabkan semakin meningkatkan total 
produksi di suatu daerah. 
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Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari 
lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang 
tersedia, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu 
daerah. (Kuncoro, 2004) 
 
2.3 Tinjauan Empiris 
Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Arif Yunarko (2007) 
dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Investasi Pendapatan Asli Daerah dan 
Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Jawa tengah dengan menggunakan model 
regresi berganda Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian ini yaitu 
investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa 
Tengah, hal ini diakibatkan proses perijinan yang sangat rumit di Jawa Tengah 
sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi. 
Hasil yang tidak berpengaruh signifikan juga terjadi pada variabel tenaga 
kerja. Hal ini disebabkan karena dalam jangka pendek tenaga kerja dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi untuk jangka panjang pertumbuhan 
penduduk (bertambahnya angkatan kerja) dapat menurunkan kembali 
pembangunan ke tahap yang lebih rendah. Sedangkan, variabel Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa 
Tengah. Hal ini disebabkan PAD merupakan indikator kemandirian daerah, 
sehingga diharapkan dengan pembelanjaan ysng tepat sasaran dan di sektor 
yang potensial maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. 
Nasara, 1997 mengadakan penelitian dengan judul pertumbuhan 
ekonomi regional Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh 
penggunaan variabel demografi dalam model pertumbuhan ekonomi daerah 
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pada 25 provinsi di Indonesia adalah variabel Pembentukan Modal, Tenaga 
Kerja, Mutu Modal Manusia dan aglomerasi mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap PDRB masing-masing daerah penelitian tersebut. 
 
Wijayanti, 2002 mengadakan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah, Sumbangan Pemerintah Pusat dan Tenaga Kerja 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus dengan hasil bahwa tenaga 
kerja mempengaruhi pengaruh yg positif terhadap Pertumbuhan ekonomi 
kabupaten kudus hal ini disebabkan karena tenaga kerja merupakan faktor 
produksi sebagai penggerak perekonomian daerah. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa jumlah menunjukkan bahwa variable jumlah transfer pemerintah pusat 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
kabupaten kudus. Dengan koefisien regresi sebesar (2,440) dan angka 
probabilitas signifikansi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05 juga 
memperkuat bukti bahwa jumlah transfer pemerintah pusat walaupun secara 
tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Kudus. 
 
 
 
Amin Pujiati (2008) dengan judul Analisis Pertumbuhan Ekonomi di 
Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal dimana Pertumbuhan ekonomi 
(Y), PAD (X1), DAU (X2), DBH (X3), dan Tenaga Kerja (X4). Dengan hasil 
penelitian bahwa Hasil estimasi regresi menunjukan bahwa F-hit (14,234) lebih 
besar dari F-tabel dengan α = 0,05 berarti secara bersama-sama variabel PAD, 
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DAU, DBH, dan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 
Karesidenan Semarang. Sedangkan pengujian secara parsial menunjukan hasil 
bahwa PAD, DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi , 
sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap petumbuhan ekonomi di 
Karesidenan Semarang.  
 
Mardiana Aji (2005) dengan judul skripsi Analisis Faktor – Faktor Yang 
Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode Tahun 1984-2003. 
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Y), Investasi (X1), Tenaga Kerja (X2), Total 
Ekspor (X3) dan Hutang Luar Negeri (X4). Dengan hasil penelitian sebagai 
berikut, Hasil Penelitian menunjukan bahwa R2 = 0,990 dan F-hitung = 388,730 
lebih besar daripada F-tabel (3,01), hal ini menunjukan bahwa variabel-variabel 
independen yakni total ekspor, investasi, tenaga kerja, dan hutang luar negeri 
secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, 
namun secara parsial menunjukan bahwa variabel investasi, ekspor, dan tenaga 
kerja, masing-masing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia, sementara hutang luar negeri berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.  
 
2.4 Kerangka Pikir 
Secara ringkas kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. Pemberlakuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 
daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 
pemerintah pusat dan daerah merupakan titik tolak pemberdayaan pemerintah 
daerah secara lebih mandiri. Pembangunan daerah dengan sistem otonomi 
daerah ditujukan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan 
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kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang 
dicerminkan dengan peningkatan nilai PDRB, dibutuhkan sumber dana maupun 
sumber daya manusia untuk mencapai hal itu, Propinsi Sulawasi Selatan 
menggali dana dari investasi yang ada dan menggali potensi daerahnya. Untuk 
melihat pengaruh tingkat investasi, Belanja Pemerintah dan tenaga kerja 
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka digunakan analisis 
regresi berganda. 
Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan 
ekonomi, investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama 
antara pemerintah dan swasta. Belanja Pemerintah merupakan sumber dana 
yang diperoleh pemerintah daerah dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber-
sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut yang dapat digunakan untuk 
membiayai pembangunan daerah. Tenaga kerja merupakan sumber daya 
potensial sebagai pengerak, penggagas dan pelaksana daripada pembangunan 
di daerah tersebut, sehingga dapat memajukan daerah tersebut. Ketiga aspek 
tersebut diharapkan menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya 
suatu perekonomian di daerah tersebut. Dengan demikian tingkat investasi, 
belanja pemerintah dan tenaga kerja dapat dijadikan indikator dalam peningkatan 
produk domestik regional bruto (PDRB).  
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2.5 Hipotesis 
Untuk dapat mengarahkan hasil penelitian, disampaikan suatu hipotesis 
penelitian. Hipotesis ini akan diuji kebenarannya dan hasil ujian ini akan dapat 
dipakai sebagai masukan dalam menentukan kebijakan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang dikemukakan 
dan masih lemah kebenarannya. Hipotesis juga dipandang sebagai konklusi 
yang sifatnya sementara. Sesuai dengan masalah di atas dapat diambil 
hipotesa sebagai berikut :  
1. Tingkat investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja mempunyai 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB.  
 
  
Tingkat Investasi 
swasta 
PDRB Belanja 
Pemerintah 
Tenaga Kerja 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
Jenis penelitian dari segi pendekatan dibagi menjadi dua macam yaitu, 
pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya 
menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan 
metode statistika. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada 
penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan 
kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. 
Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau 
signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 2001).  
Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi: 
1. Data jumlah tingkat investasi yaitu data PMA dan PMDN di Sulawesi Selatan 
periode 2001-2011 menggunakan data tahunan. 
2. Data total belanja pemerintah di Sulawesi Selatan periode 2001-2011, 
menggunakan data tahunan 
3. Data nilai tenaga kerja di Sulsel periode 2001-2011, menggunakan data 
tahunan. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 
Data yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang berupa data time series periode tahun 2001-2011. Data sekunder 
adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti 
dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumetasi 
atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 2001). Data yang dipergunakan 
meliputi: data PDRB, data tingkat investasi, data belanja pemerintah dan data 
tenaga kerja. Data-data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi 
Selatan. 
3.4 Metode Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan meotde statistika untuk keperluan estimasi. 
Dalam metode ini statistika alat analisis yang biasa dipakai dalam khasanah 
penelitian adalah analisis regresi. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi 
atas ketergantungan suatu variabel yaitu variabel yang tergantung pada variabel 
yang lain yang di sebut dengan variabel bebas dengan tujuan untuk 
mengestimasi dengan meramalkan nilai populasi berdasarkan nilai tertentu dari 
variabel yang de ketaui (Gujarati, 1996). 
Model analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model 
analisis inferensial, yaitu analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh 
tingkat investasi, belanja pemerintah, dan tenaga kerja terhadap PDRB di 
Sulawesi Selatan yang dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai berikut: 
 Y = f (X1, X2, X3,X4) …………………………………….…….(1) 
Secara eksplisit dapat dinyatakan dalam fungsi Cobb-Douglas berikut: 
Y =  β0 X1 
β1 X2 
β2 X3
 β3
 X4
β4
 e………………….………………..(2) 
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   Untuk mengestimasi koefisien regresi, Feldstein (1988) mengadakan 
transformasi ke bentuk linear dengan menggunakan logaritma natural (ln) guna 
menghitung nilai elastisitas dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel 
terikat ke dalam model sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut: 
Ln Y= Ln β0 + β1Ln X1 + β2Ln X2 + β3Ln X3 + β4Ln X4 µ.....................(3) 
Dimana: 
Y  = PDRB Sulawesi Selatan (2001-2011) 
X1  = PMDN  
X2  = PMA 
X3   = Belanja Pemerintah 
X4  = Tenaga Kerja 
β0  = Konstanta 
β1-β4 = Parameter  
    = Error term  
 
3.5 Definisi Operasional Variabel 
Variabel penelitian adalah suatu gejala yang bervariasi. Variabel juga dapat 
diartikan sebagai obyek penelitian yang menjadi titik pusat perhatian dari suatu 
penelitian (Arikunto, 1998). Variabel dalam penelitian ini antara lain : 
1. Variabel Bebas (Independent Variables) 
Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi 
variabel lain. Dapat pula dikatakan bahwa variabel bebas adalah variabel 
yang penganruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui (Azwar, 2001). 
Dalam penelitian ini yang menjadi veriabel bebas adalah sebagai berikut : 
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PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) (X1)  
 
PMDN adalah keseluruhan Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah 
disetujui dan telah terealisasi di Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam 
penelitian ini menggunakan data nilai realisasi Penanaman Modal Dalam 
Negeri di Sulawesi Selatan yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah 
(Rp).  
 
PMA (Penanaman Modal Asing) (X2)  
 
PMA adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing dalam 
bentuk investasi langsung yang sudah terealisasi di Propinsi Sulawesi 
Selatan yang dinyatakan dalam satuan ribu US $. 
Belanja Pemerintah (X3) 
Menurut Halim (2004) belanja modal merupakan belanja pemerintah 
daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan 
menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan 
menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada 
kelompok belanja administrasi umum. 
Tenaga Kerja (X4) 
Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau jumlah seluruh 
penduduk dalam suatu Negara dalam memproduksi barang dan jasa jika 
ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau 
berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Tenaga kerja adalah penduduk 
pada usia kerja yaitu antara 15 sampai dengan 64 tahun (Suparmoko, 
2002). Mulyadi Subri (2002). 
2. Variabel terikat/tergantung (Dependent Variables) 
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Variabel tergantung adalah variabel penelitian yang diukur untuk 
mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel yang lain. Besarnya 
efek tersebut diamati dari ada tidaknya, timbul-hilangnya, membesar-
mengecilnya, atau berubahnya variasi yang tampak sebagai akibat 
perubahan pada variabel lain termasud (Azwar, 2001). 
Variabel terikat atau tergantung dalam penelitian ini adalah PDRB. PDRB 
yaitu adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh 
berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu (satu 
tahun). 
3.6 Analisis Koefisien Determinasi (  )  
   
 
menjelaskan seberapa besar peranan variable independen terhadap  
variabel dependen, semakin besar   
 
semakin besar peranan variabel  
dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai   
  
berkisar antara 0 sampai 1. 
 
3.7 Uji F Statistika 
Uji statistik terhadap regresi berganda untuk membuktikan hipotesis ada 
atau tidaknya pengaruh yang signifikan atau kuat maka dilakukan dengan 
uji-t dan   uji-f. 
Pengujian arti keseluruhan regresi (Uji-f) 
Untuk mengetahui apakah semaua variabel independen yang digunakan 
dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 
dependen perlu dilakukan pengujian koefisien regresi secara serampak. 
Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan derajat signifikansi nilai F. 
pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Eviews 3.0. 
Ho = Ketiga variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 
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Hi = Ketiga variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 
Dasar penngambilan keputusan menurut Santoso (2004) : 
a. Jika probabilitas (signifikansi) > 0,05 (α) maka Ho diterima. 
b. Jika probabilitas (signifikansi) < 0,05 (α) maka Ho ditolak dan 
menerima Hi. 
Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (α = 0,05). Uji F digunakan untuk 
menguji signifikansi pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan 
Tenaga Kerja Terhadap PDRB. 
 
4.7 Uji T statistik 
Pengujian koefisien regresi parsial (Uji-t) 
Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial atau individu 
terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel yang lain konstan. 
Pengujian ini dilakukan dengan melihat derajat signifikansi masing-masing 
variabel bebas. 
H0 = Ketiga variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 
Hi = Ketiga variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. 
Dasar penngambilan keputusan menurut Santoso (2004) : 
a. Jika probabilitas (signifikansi) > 0,05 (α) maka H0 diterima. 
b. Jika probabilitas (signifikansi) < 0,05 (α) maka H0 ditolak dan 
menerima Hi. 
Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (α = 0,05). Uji F digunakan 
untuk menguji signifikansi pegaruh Tingkat Investasi, Belanja 
Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB. 
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BAB. IV 
ANALISIS PEMBAHASAN HASIL 
4.1 Gambaran Umum Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan  
Peran Desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi telah 
menjadi perhatian banyak Negara, termasuk Indonesia. Sejak 2001, secara 
efektif pemerintah Indonesia telah menjalankan kebijakan desentralisasi 
fiskal yang luas sebagai strategi untuk mempercepat pembangunan 
daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal ini juga telah membawa perubahan 
besar dalam perkembangan penerimaan dan belanja daerah 
kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi adalah 
proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan 
nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila 
terjadi pertumbuhan output riil. Salah satu indikator yang menggambarkan 
kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu (satu tahun) 
adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
4.1.1 Keadaan fisik  
Provinsi Sulawesi selatan yang beribukota Makassar terletak antara 0012’ 
– 80 Lintang Selatan dan 116048’ – 122036’ Bujur Timur, yang berbatasan 
dengan provinsi Sulawesi Barat di sebelah utara dan Teluk Bone serta 
Sulawesi Tenggara di sebelah Timur. Batas sebelah barat dan Selatan 
masing-masing adalah Selat Makassar dan Laut Flores. 
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Luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan46.717,48 km, secara administrasi 
pemerintah Provinsi Sulawsi Selatan terbagi menjadi 20 kabupaten dan 3 
kota hingga tahun 2008, sedangkan  untuk tahun 2009  terdiri dari 21 
Kabupaten dan 3 kota dengan Kabupaten Toraja Utara yang memekarkan 
diri di tahun 2010 yang terdiri dari 303 kecamatan dan 2667 
desa/kelurahan. Kabupaten Luwu Utara merupakan Kabupaten terluas 
dengan luas wilayah 7.502,68 km2. Luas Kabupaten tersebut merupakan 
16,46 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan (BPS, 2009). 
Pada umumnya daerah di Indonesia dan khusunya di Sulawesi Selatan 
mempunyai dua musimyaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan juni 
sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan 
Desember sampai Maret. Berdasarkan pengamatan di Stasiun klimatologi 
tahun 2009 rata-rata  suhu udara 27,3 C di kota Makassar dan daerah di 
sekitarnya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Suhu udara 
maksimum berkisar 33,1 C dan suhu minimum 23,2C.  
Wilayah Sulawesi Selatan membentang mulai dari aratan rendah hingga 
dataran tinggi. Kondisi kemiringan tanah 0 sampai 3 persen merupakan 
tanah tanah yang relative datar, 3 sampai 8 persen merupakan tanah 
relative bergelombang. 8 sampai 45 persen merupakan tanah yang 
kemiringannya agak curam, lebih dari 45 persen tanahnya curam dan 
bergunung. Wilayah daratan terluas berada pada 100 hingga 400 meter 
DPL (Dari permukaan laut), dan sebahagian merupakandataran yang 
berada pada 400 meter hingga 1000 meter DPL. Terdapat sekitar 65 
sungai yang mengalir di Provinsi ini. 
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4.1.2 PDRB Sulawesi Selatan 
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB (atas dasar 
harga konstan) yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan 
dengan nilai tahun sebelumnya. Penggunaan atas dasar harga konstan ini 
dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga 
perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan rill ekonomi. Mulai tahun 
2001, pertumbuhan rill ekonomi baik nasional maupun regional dihitung 
dengan menggunakan harga konstan tahun 2000 sebagai tahun dasar. 
Tabel 4.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 
(Milyar Rupiah) Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011 
Tahun 
PDRB adh harga 
konstan 
Pertumbuhan (%) 
2001 32.334,91 5,11 
2002 33.659,13 4,10 
2003 35.426,05 5,25 
2004 37.266,97 5,20 
2005 36.421,78 6,05 
2006 38.867,68 6,72 
2007 41.332,43 6,34 
2008 44.549,82 7,78 
2009 47.326,08 6,20 
2010 51.197,03 8,18 
2011 55.116,92 7.65 
Jumlah 504.695,83        68,58 
Sumber : Data diolah dari BPS Sulawesi-Selatan 
42 
 
Selama periode 2001-2004, perekonomian Sulawesi Selatan relatif 
stabil dengan rata-rata pertumbuhan 4,91 persen pertahun. Walaupun 
sampai saat ini ekonomi Sulawesi Selatan belum sebaik sebelum tahun 
1997, namun dari tahun ke tahun tampak terjadi penigkatan yang cukup 
signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi 
Selatan yang semakin baik, yakni pada tahun 2001 tumbuh sekitar 5,11 
persen, kemudian tumbuh lagi walaupun agak lambat 4,10 persen pada 
tahun 2002, selanjutnya pada tahun 2003 tumbuh 5,25 persen, dan pada 
tahun 2004 ini pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mencapai angka 
5,20 persen.  
Selama periode 2005-2011, perekonomian Sulawesi Selatan juga relatif  
stabil dengan rata-rata pertumbuhan  7,05 pertahun, lebih baik dibanding 
rata-rata sebelumnya yang mencapai 6,62 persen per tahun. Setelah krisis 
ekonomi tahun 1998, kinerja ekonomi Sulawesi Selatan terus membaik sejak 
tahun 2001. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2006 
mencapai 6,72 persen, kemudian sedikit menurun pada tahun 2007 yang 
hanya sebesar 6,34 persen. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi 
Sulawesi Selatan mencapai angka 7,78 persen, namun di tahun 2009 sedikit 
melambat dengan perubahan pertumbuhan ekonomi hanya sebesar  6,23 
persen. Selanjutnya pada tahun 2010 petumbuhan kembali meningkat cukup 
besar 8,18 persen dan pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Sulawesi 
Selatan kembali menurun menjadi 7,65 persen. 
Perkembangan perekonomian Sulawesi Selatan akan berdampak pada 
peningkatan PDRB Perkapita. Namun angka tersebut belum 
menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata, karena 
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angka itu merupakan angka rata-rata. Walaupun  demikian angka tersebut 
sudah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata 
tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. 
4.1.3 Tingkat Investasi  
Lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan 
modal, dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman 
mdal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan 
perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan 
memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam 
perekonomian (Sukirno, 1994). Pola investasi daerah berfungsi sebagai 
pembentuk modal untuk pembangunan daerah dalam rangka mencapai 
berbagai tujuan pembangunan, dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu pola 
investasi swasta dan pola investasi pemerintah ( Zaris, 1987). Investasi 
swasta memainkan peranan penting dalam membentuk pola pembangunan 
daerah. Investasi ini akan menyebabkan terbentuknya modal daerah 
(Regional Capital Formation). Investasi yang ditanamkan hendaknya 
diarahkan kepada penggunaan yang produktif atau yang dapat 
meningkatkan output. 
Perekonomian daerah Sulawesi Selatan tidak lepas dari peranan 
investasi yang ditanamkan di Sulawesi Selatan. Dimana dalam upaya 
pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan diperlukan investasi yang 
terus meningkat dan harux sdicukupi dengan memperhatikan kemampuan 
daerah sendiri dan kemampuan nasional. Untuk itu diperlukan pengerahan 
dana, tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan dana dari luar. 
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Nilai realisasi investasi di Sulawesi Selatan merupakan besarnya realisasi 
investasi dari proyek yang telah disetujui oleh pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk melihat nilai realisasi 
investasi penananaman modal di Sulawesi Selatan selama periode 2001-
2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 4.2 
Perkembangan nilai realisasi PMDN Sulawesi Selatan periode 2001-2011 (Ribu 
Rupiah) 
Tahun Nilai investasi PMDN (Ribu Rupiah) 
2001 
16,794,029 
2002 
146,059.75 
2003 
487,273.70 
2004 
767,121.75 
2005 
876,071 
2006 
2,362,637,24 
2007 
244,670,640 
2008 
110,524,937 
2009 
4,461,424,727 
2010 
1,137,863,414 
2011 
JUMLAH 
3.986.302.703 
 
10.314.765,765 
Sumber : Data diolah dari BPS Sulawesi-Selatan 
 
45 
 
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai realisasi penanaman modal 
dalam negeri (PMDN) selama periode tahun 2001-2011 selalu berfluktuatif, 
dimana pada tahun 2001 hingga tahun 2004 nilai realisasi PMDN di Jawa 
Tengah cenderung mengalami kenaikan hingga mencapai kisaran 
767,121.75 juta rupiah pada tahun 2004, akan tetapi sebagai akibat dari 
krisis ekonomi global yang tengah melanda dunia dan pembangunan di 
segala sektor ekonomi pada tahun 2005 mengakibatkan terjadinya 
penurunan yang sangat tajam terhadap realisasi PMDN di Sulawesi Selatan 
pada tahun 2005 yaitu sebesar 876,071 ribu rupiah, kemudian pada tahun-
tahun berikutnya PMDN mulai meningkat lagi dan mencapai tingkat tertinggi 
pada tahun 2009 yaitu mencapai kisaran 4,461,424,727 juta rupiah. 
Sementara itu, terjadi pula penurunan PMDN pada satu tahun berikutnya, 
baru pada tahun 2011 meningkat lagi mencapai 3.986.302.703juta rupiah. 
Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Sulawesi Selatan 
selama periode tahun 2001-2011 nilainya juga berfluktuatif sama halnya 
dengan nilai investasi PMDN, seperti yang terlihat pada table di berikut ini : 
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Tabel 4.3 
Perkembangan nilai realisasi PMA Sulawesi Selatan periode 2001-2011 (RIBU 
US Dollar) 
Tahun 
NILAI INVESTASI 
PMA 
( RIBU US DOLLAR 
2001 
17,285 
2002 
382,864 
2003 
50,543.80 
2004 
264,050,148 
2005 
2,364 
2006 
679,965.00 
2007 
141,430,870 
2008 
27,696,510 
2009 
109,172,533 
2010 
76,982,850 
2011 
JUMLAH 
89.559.254 
 
859.328.408 
Sumber: data diolah dari BPS Sul-Sel 
Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2001 PMA di 
Sulawesi Selatan hanya 17,285 sementara di tahun selanjutnya yaitu pada 
tahun 2002 terjadi peningkatan  terhadap nilai PMA di Sulawesi Selatan. Di 
tahun 2003 penanaman modal asing menurun dengan angka hanya 
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mencapai 50,543.80 Ribu US $, selanjutnya PMA di Sulawesi Selatan 
mengalami peningkatan yang cukup besar terhadap nilai PMA di Jateng 
mencapai 264,050,148 ribu US $. Sebagai akibat dari krisis ekonomi global 
yang tengah melanda dunia pada tahun 2005 pada pertengahan tahun 2005 
membawa dampak terhahap PMA di Sulawesi Selatan yang terus 
mengalami penurunan yaitu sebesar 2,364 ribu US $ di tahun 2005, 
kemudian pada tahun berikutnya mulai meingkat lagi.  
Perkembangan investasi PMA selama lima tahun terakhir juga cenderung 
mengalami penurunan, dimana pada tahun 2007 nilai investasi PMA 
mencapai 141,430,870 ribu US $ dan terus mengalami penurunan hingga 
tahun 2011 yaitu sebesar 89.559.254 ribu US $, hal ini disebabkan adanya 
situasi politik yang tidak kondusif dan menyebabkan investor asing kurang 
berminat untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Selatan. 
Ini mencerminkan bahwa Sulawesi Selatan masih belum menjadi daya 
tarik bagi para investor-investor asing guna untuk meninvestasikan 
modalnya ke Sulawesi Selatan. Kurang tertariknya para investor asing yang 
menanamkan modal dikarenakan pemerintah belum bekerja secara optimal 
dan juga kurangnya kepedulian dan perhatian pemerintah dalam hal daerah 
yang potensi alamnya yang jika dikembangkan dan dikelola secara 
berkelanjutan akan menarik sejumlah investor-investor asing untuk 
menanamkan modal di daerah atau wilayah wisata tersebut. 
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4.1.4 Belanja Pemerintah 
Tabel 4.4 
Belanja pemerintah Sulawesi Selatan menurut jenis pengeluaran tahun 2001-2011 
Tahun Belanja pemerintah 
2001 326.442.965 
2002 324.435.014 
2003 439.537.850 
2004 864.042.188 
2005 945.696.990 
2006 4.782.700.139 
2007 1.833.767.270 
2008 2.134.520.569 
2009 10.081.326.546 
2010 12.045.510.636 
2011 
 
JUMLAH 
12.166.906.544 
 
45.944.886,771 
Sumber: data diolah dari BPS Sul-Sel 
 
Dalam pembahasan sebelumnya memperlihatkan dimana belanja 
pemerintah sangatlah berperan penting dalam peningkatan pertumbuhan 
ekonomi. Sehingga sejalan dengan perkembangan Provinsi Sulawesi Selatan 
akan memperlihatkan laju penerimaan serta pengeluaran pemerintah kota 
yang kemudian akan menopang sistem perekonomian daerah. 
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Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada sisi penerimaan 
Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar mengalami peningkatan hingga 
10% keatas. Namun terlihat penurunan pada tahun 2001 ke tahun 2002 akan 
tetapi penurunan tersebut tidak mencapai angka 1%. pada tahun 2003 
pertumbuhannya positif yang mencapai 439.537.850 hingga pada tahun 2004 
pertumbuhan kearah positif dan signifikan dapat dilihat pada tabel di atas 
mencapai angka 864.042.188. pada tahun-tahun berikutnya belanja 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan secara 
perlahan hingga pada tahun 2011 belanja pemerintah ada di kisaran 
12.166.906.544. 
4.5 Tenaga Kerja 
Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap 
pertumbuhan angkatan kerja, dimana dengan semakin bertambahnya jumlah 
penduduk akan memperbanyak jumlah angkatan kerja yang tersedia. Jumlah 
angkatan kerja di suatu daerah merupakan faktor yang positif dalam 
merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan semakin banyak jumlah 
angkatan kerja yang bekerja maka tenaga kerja tersebut semakin produktif 
yang pada akhirnya bisa meningkatkan output daerah. 
Berdasarkan hasil survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 
2011 jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk angkatan 
kerja yang bekerja periode tahun 2001-2011 cenderung mengalami 
peningkatan, sepertui yang terlihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.5 
Angkatan kerja yang bekerja pada usia 15 tahun ke atas menurut jenis 
kegiatan utama di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2011 
Tahun Tenaga Kerja (X4) 
2001 3.019.978 
2002 2.918.149 
2003 3.054.774 
2004 3.005.369 
2005 2.657.854 
2006 2.635.415 
2007 2.939.463 
2008 3.130.111 
2009 3.222.256 
2010 3.272.365 
2011 
 
JUMLAH 
3.375.498 
 
33.231.232 
Sumber: data diolah dari BPS Sul-Sel 
 
Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa angkatan kerja di 
Sulawesi Selatan yanag termasuk dalam kategori yang bekerja pada tahun 
2001 sebanyak 3.019.978 orang, menurun pada tahun 2002 menjadi 
2.918.149 orang. Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 angkatan 
kerja yang bekerja di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung mengalami 
penurunan. Dapat dilihat pada tabel di atas pada tahun 2003 angkatan kerja 
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yang bekerja yang mencapai 3.054.774 orang tapi sampai pada tahun 2006 
hanya 2.635.415 orang saja. Jika dirunut pada lima tahun terakhir jumlah 
angkatan kerja yang bekerja mengalami peningkatan yang sangat baik. Di 
tahun 2007 jumlah orang yang bekerja mulai naik dengan angka 2.939.463 
orang terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2011 jumlah 
angkatan kerja yang bekerja sudah mencapai 3.375.498 orang. 
4.2 Analisis Data 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 7.85608128314 -0.851057597 3.291341218 0.016586024 
X1 1.92409099506 0.27404173 7.021160578 0.00041660 
X2 1.3787564402 0.18843174 7.317007283 0.000332694 
X3 -2.01240055431 0.28554167 -7.047659763 0.000408166 
X4 -0.85105759703 0.27397799 -3.106299096 0.0209474593 
 
4.4.1 Analisis Statistik dan Pengujian Hipotesis 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program aplikasi EViews-3.0 
untuk pengolahan data yaitu pengujian model, mencari nilai koefisien tiap 
variabel dan pengujian hipotesis. 
4.4.2 Analisis Statistik 
 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi 
berganda yang merupakan persamaan regresi dengan 2 (dua) atau lebih 
52 
 
variabel (Gujarati, 2003) untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen. 
Berdasarkan Tabel 4.2 dapat disusun persamaan regresi linear berganda 
sebagai berikut : 
LnY =  7,856081 + 1,924091LnX1 + 1,378756LnX2 – 2,012401LnX3 - 
0,851058LnX4 
t-hitung  = (7,021161) (7,317007) (-7,047660) (-3,106299) 
R  = 0,989 
R-squared  = 0,978019 
Adj.R2  = 0,963365 
F-statistic  = 66,74086  
N  = 11 
 
4.3 Uji Statistik 
4.3.1 Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi merujuk kepada kemampuan dari variabel 
independen (X) dalam menerangkan variabel dependen (Y). Koefisien 
determinasi digunakan untuk menghitung seberapa besar varian dan variabel 
dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Nilai R2 
paling besar 1 dan paling kecil 0 (0 < R2 < 1 ). Bila R2 sama dengan 0 maka 
garis regresi tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan variabel 
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dependen, sebab variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam persamaan 
regresi tidak mempunyai pengaruh varian variabel dependen adalah 0. 
Dari hasil regresi pengaruh variabel X yaitu PMDN, PMA, belanja 
pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB (Y) diperoleh nilai R2 sebesar 
0,978019 yang menunjukkan bahwa 97,80 dari variasi perubahan PDRB (Y) 
mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel-variabel PMDN (X1), PMA 
(X2), belanja pemerintah (X3), dan tenga kerja (X4). Sedangkan sisanya yaitu 
sebesar 2,2 dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang belum dimasukkan 
dalam model sehingga  R2 sebesar 0,978019 dinyatakan bahwa model valid. 
 
4.3.2 Pengujian Signifikan Simultan (Uji-f) 
Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model 
dapat dilakukan dengan uji simultan (uji-f). Pengujian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam 
model secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Algifari, 2000). 
Jumlah observasi, n = 11 
Jumlah variabel X, k = 4 
α = 5% 
Untuk nilai F-tabel dapat dicari dengan menggunakan Ms.Excel dengan 
rumus=FINV(α;k-1;n-k) = FINV (0,05;3;7) = 4,346831. Dari hasil regresi pengaruh 
variabel PMDN, PMA, belanja pemerintah, dan jumlah tenaga kerja (X) terhadap 
PDRB (Y), maka diperoleh ftabel sebesar 4,346831, sedangkan fstatistik sebesar 
66,74086. Sehingga, fstatistik > ftabel (66,74086 > 4,346831). Hal ini menunjukkan 
bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
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terhadap variabel dependen maka berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa 
hipotesis di terima. 
4.3.3 Pengujian Signifikansi Paremeter Individual (Uji-t) 
Uji statistik-t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan 
variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). regresi pengaruh variabel PMDN, 
PMA,  belanja pemerintah, dan tenaga kerja terhadap PDRB di Sulawesi 
Selatan, dengan α: 5% dan df = 7, maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 
2,22814 
1. -  Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
Berdasarkan hasil regresi doperoleh nilai t-hitung = 3,291341, 
sehingga diperoleh hasil t-hitung (3,291341) > t-tabel (2,228139), 
maka keputusannya adalah Hipotesis nol (Ho) ditolak dan 
Hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hasil dari uji t tersebut 
menyatakan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
berpengaruh positif terhadap PDRB di Sulawesi Selatan. 
Sehingga, dapat dinyatakan bahwa PMDN berpengaruh  langsung 
dan korelasi sudah sesuai dengan hipotesis serta signifikan 
secara statistik, sehingga dapat dinyatakan bahwa PMDN 
berpengaruh secara nyata terhadap PDRB di Sulawesi Selatan. 
- Penanaman Modal Asing (PMA) 
Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai t-hitung = 
7,021161, sehingga diperoleh hasil t-hitung (7,021161) > t-tabel 
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(2,228139), maka keputusannya adalah Hipotesis nol (Ho) ditolak 
dan Hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hasil dari uji t tersebut 
menyatakan bahwa variabel Penanaman Modal Asing (PMA) 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi 
Selatan dan korelasi sesuai dengan hipotesis serta signifikan 
secara statistik, sehingga dapat dinyatakan bahwa PMA 
berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Sulawesi Selatan. 
 
2. Belanja Pemerintah 
Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai t-hitung = 
7,317007, sehingga diperoleh hasil t-hitung (7,317007) > t-tabel 
(2,228139), maka keputusannya adalah Hipotesis nol (Ho) 
diterima dan Hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Hasil dari uji t 
tersebut menyatakan bahwa Belanja pemerintah berpengaruh 
positif terhadap PDRB di Sulwesi Selatan. Sehingga, dapat 
dinyatakan bahwa PMDN berpengaruh langsung terhadap PDRB 
di Sulawesi Selatan. 
3. Tenaga Kerja 
Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai t-hitung = 
3,106299, sehingga diperoleh hasil t-hitung (3,106299) > t-tabel 
(2,228139), maka keputusannya adalah Hipotesis nol (Ho) 
diterima dan Hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Hasil dari uji t 
tersebut menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif 
terhadap PDRB di Sulwesi Selatan. Sehingga, dapat dinyatakan 
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bahwa tenaga kerja berpengaruh langsung terhadap PDRB di 
Sulawesi Selatan. 
 
4.4 Pembahasan 
4.4.1 Tingkat Investasi Terhadap PDRB 
PMDN 
- Berdasarkan hasil regresi, variabel Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB 
di Sulawesi Selatan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukan 
oleh Harold dan Dommar (dalam Jhingan 1999) yang memberikan 
peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam 
proses pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang sama juga pernah 
dilakukan oleh Eko Prasetyo (2011), dimana PMDN berpengaruh 
signifikan terhadap PDRB. 
Semakin meningkatnya invesatasi dalam hal ini PMDN yang 
dilakukan oleh pemerintah, maka ketersediaan barang publik akan 
meningkat dan akan mendorong peningkatan PDRB. 
 
PMA  
- Hasil regresi menunjukkan bahwa investasi Penanaman Modal 
Asing (PMA) berpengaruh terhadap PDRB. Hal ini sesuai dengan 
analisa neo-klasik tradisional, penanaman modal asing secara 
langsung merupakan hal yang positif, karena hal tersebut dapat 
mengisi kekurangan tabungan yang dihimpun dari dalam negeri 
57 
 
dan juga dapat menambah devisa serta membantu pembentukan 
modal domestik bruto. 
Penelitian dengan hasil yang sama juga pernah dilakukan oleh 
Arwiny Fajriah Anwar (2011). Innvestasi dalam hal ini PMA 
berperan aktif dalam mendorong perekonomian suatu wilayah baik 
dalam peran kemajuan teknologi yang dimiliki oleh pihak asing, 
maupun jaringan kuat terhadap lembaga internasional dan pasar 
global. 
 
4.4.2 Belanja Pemerintah Terhadap PDRB 
Variabel belanja pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh 
negatif pada PDRB. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi X3 yaitu 
sebesar -2.01240055431. Artinya, belanja pemerintah di Provinsi Sulwesi 
Selatan berpengaruh pada PDRB. Dimana setiap penurunan satu persen  
belanja pemerint maka akan mengurangi -2.01240055431 persen (cateris 
paribus) PDRB Sulawesi Selatan. 
4.4.3 Tenaga Kerja Terhadap PDRB 
Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh 
negatif terhadap PDRB. Hal ini dapat dilihat oleh koefisien regresi X4 sebesar 
-0.85105759703. hal ini dikarenakan  pertumbuhan penduduk (bertambahnya 
tenaga kerja) dalam jangka panjang akan menurunkan kembali tingkat 
pembangunan ke tahap yang lebih rendah. Ini terjadi karena hukum kenaikan 
hasil yang semakin berkurang, karena dalam jangka panjang perekonomian 
akan mencapai keadaan stationary state Dengan rendahnya tingkat investasi 
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maka lapangan pekerjaan yang tersedia juga semakin sedikit sehingga 
produkivitas yang dihasilkan juga semakin menurun. Untuk dapat 
meningkatkan poduktivitas maka yang diperlukan adalah peningkatan 
akumulasi modal. Jumlah penduduk yang banyak tetapi efisiensi dan 
produktifitas sangat tinggi ini akan dapat meningkatkan laju pertumbuhan 
ekonomi.  
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan, antara lain : 
1.   -   Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi 
Sulawesi Selatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai koefisien sebesar 
0,3274. 
- Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Sulawesi Selatan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan nilai koefisien sebesar 0,8255. 
 
2. Belanja Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai koefien sebesar -
2.0124005.  
 
3. Tenaga Kerja berpengaruh negatif terhadap PDRB di Sulawesi 
Selatan dengan nilai koefisien sebesar  
-0.8510575. 
 
4. Variabel penelitian penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), 
penanaman Modal Asing (PMA), Belanja Pemerintah dan Tenaga 
Kerja secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap 
PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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4.2 SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang di dapat, maka 
saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu 
sebagai berikut :  
1.      -  Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan 
investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di 
Sulawesi Selatan melalui kebijakan menjaga stabilitas 
ekonomi, politik dan keamanan dalam negeri, memperbaiki 
sarana dan prasarana infrastruktur yang menunjang serta 
mempermudah peraturan dalam berinvestasi sehingga dapat 
meningkatkan PDRB di Sulawesi Selatan.  
- Pemerintah daerah diharapkan dapat menarik investasi 
asing dengan cara menciptakan iklim investasi yang 
kondusif, penyederhanaan proses perijinan, serta 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga 
diharapkan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dapat 
semakin meningkat dan dapat mendorong PDRB di 
Sulawesi Selatan.  
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan 
produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan alokasi 
anggaran untuk pendidikan guna mempertinggi kualitas 
tenaga kerja, memberikan latihan keterampilan bagi tenaga 
kerja serta memperluas kesempatan kerja sehingga output 
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meningkat dan pada akhirnya dapat memacu PDRB di 
Sulawesi Selatan.  
3. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan diharapkan 
mengalokasikan belanja daerah secara proporsional antara 
belanja rutin yang konsumtif dengan belanja pembangunan 
yang lebih memihak kepentingan publik sehingga mampu 
memberikan efek positif terhadap PDRB Sulawesi Selatan. 
4. Tenaga kerja sebagai salah satu sumber daya lokal perlu 
ditingkatkan kualitasnya. Kondisi tersebut perlu dilakukan 
mengingat semakin ketatnya persaingan yang semakin 
mengglobal. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas 
angkatan kerja yang tumbuh setiap tahun dengan pembekalan 
pendidikan dan pelatihan sehingga mampu bersaing di pasar 
dan juga sebagai upaya menarik pihak ketiga (investor) untuk 
datang ke daerah yang memiliki sumber daya manusia tinggi 
agar tertarik menanamkan modalnya guna kepentingan 
pembangunan daerah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
62 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Algifari. 2000. Analisis Regresi Teori, Kasus dan Solusi. Edisi 2. BPFE. 
Yogyakarta. 
Antoni, Sianturi. Pengaruh Investasi dan Konsumsi Terhadap Penyerapan 
Tenaga Kerja Pada Sektor Industri. Skripsi. Universitas Sumatra 
Utara. Medan (tidak dipublikasikan). 
Arsyad, Lincolyn. 1997, Ekonomi Pembangunan, Edisi Ketiga, Penerbit BP STIE 
YPKN. Yogyakarta. 
Arsyad, Lincolyn. 1999. Ekonomi Pembangunan. Edisi 4. STIE YKPN. 
Yogyakarta.  
Arif Yunarko. 2007. Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah 
Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB. Skripsi. Universitas Negeri 
Malang. Malang (tidak dipublikasikan). 
Azwar, Saifudin. 2001. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar Offset . Yogyakarta.  
Boediono. 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu 
Ekonomi No. 4. BPFE. Yogyakarta. 
________. 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Penerbit BPFE. Yogyakarta. 
BPS. 2003. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi. Jakarta.  
Deddy, Rustiono. 2008. Analisis pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan 
Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Skripsi. 
UNDIP. Semarang. 
Deliarnov. 1995. Pengantar Ekonomi Makro. Erlangga. Jakarta. 
Devas, Nick dan Brian Binder. 1987. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. 
UI-Press. Jakarta.  
Fisher, R.C., (1996), State and Local Public Finance, Richard D. Irwin, Chicago. 
 
Ghozali, Imam. 2001. Aplikasi Analisis Multifariat dengan Program SPSS. Badan 
Penerbit UNDIP . Semarang.  
____________. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. 
Badan Penerbit Universitas Diponegoro 
Gujarati, Damodar. 1995. Basic Econometrics.Third Edition. McGraw Hill 
International Editions. 
____________. 1996. Ekonometrika Dasar. Edisi VI. Erlangga. Jakarta.  
63 
 
Halim. Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. 
UPP AMP YKPN. Jakarta. 
Hasibuan, Malayu S.P. 1987. Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian 
Indonesia. Armico. Bandung.  
Hirawan, Susiyati B. 1987. Keuangan Daerah di Indonesia. LPFE UI. Jakarta.  
Jhingan, M. L. 1983. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Raja Grafindo. 
Jakarta.  
___________.2002. Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. Edisi 
Kesembilan. PT Raja Gravindo Persada. Jakarta. 
Kaho, Josef Riwu. 1998. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. 
Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.  
Mankiw, N.Gregory.2000. Teori Makro Ekonomi. Edisi 4. Penerbit Erlangga. 
Jakarta. 
Nazara, Suahasil. 1994. Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia. Prisma 
No.8. LP3ES. Jakarta. 
Nordiawan, Deddi. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.  
Ravi, Dwi Wijayanto. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran 
terhadap Kemiskinan. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang 
(tidak dipublikasikan). 
Robinson Tarigan. 2004. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Bumi Aksara. 
Jakarta. 
Samuelson, Paul A. Dan Nordhaus William D. 1995. Ekonomi (Edisi 
Terjemahan). Edisi 12. Jilid 2. Erlangga. Jakarta.  
Sanusi, Bachrawi. 1987. Pembangunan Daerah dilihat dari Potensi Energi. LPFE 
UI. Jakarta. 
_____________. 2004. Pengantar Ekonomi Pembangunan. Rineka Cipta. 
Jakarta. 
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam 
Otonomi. Ghalia Indonesia. Jakarta. 
Simanjuntak, Payaman. 1985. Pengantar Ilmu Ekonomi Sumber Daya Manusia. 
LPFE UI. Jakarta. 
Subri, Mulyadi. 2002. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Raja Grafindo Persada. 
Jakarta. 
64 
 
Sukirno, Sadono. 1994. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Edisi 2. Raja Grafindo 
Persada. Jakarta. 
_____________. 2000 Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari 
Klasik Hingga Keynesian Baru Raja. Grafindo Pustaka. Jakarta. 
Sukirno, Sadono. 2004. Makroekonomi Teori Pengantar. PT Raja Grafindo 
Persada. Jakarta.  
Sumitro,  Djojohadikusumo,.1995. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar 
Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Penerbit LP3ES, 
Jakarta. 
Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. 
ANDI. Jakarta. 
Suryana, 2000. Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan. Penerbit 
Salemba Empat Edisi Pertama. 
Sutrisno. 1984. Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara. BPFE UI. Yogyakarta. 
Tambunan, Tulus. 2001.  Industrialisasi Negara Berkembang. Ghalia Indonesia. 
Jakarta. 
Todaro M.P. 2000. Economic Development. Seventh Edition. New York. Addition 
Wesley Longman. Inc. 
__________. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Penerbit Erlangga 
Edisi Kedelapan. 
Undang-undang no.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. 
Wijayanti, Sri Nani. 2002. Analisis Pengaruh PAD, Sumbangan Pemerintah Pusat 
dan Tenaga kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Skripsi. 
Kabupaten Kudus (tidak dipublikasikan). 
Zaris, Roeslan. 1987. Prespektif Daerah dalam Pembangunan Nasional. LPFE 
UI. Jakarta. 
65 
 
L 
A 
M 
P 
I 
R 
A 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 
 
LAMPIRAN 1 
BIODATA 
 
Identitas Diri 
Nama : Fitrah Afrizal 
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 26 April 1990 
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
Alamat Rumah : Jl. Hertasning Barat 2 Kompleks Griya Panakkukang 
Indah blok D/10 
Telepon HP : 085756991961 
Alamat E-mail : fitraafrizal@yahoo.co.id 
Riwayat Pendidikan 
- Pendidikan Formal 
1. SDN Mangkura III Makassar (Tahun 1996-2002) 
2. SMP Negeri 6 Makassar (Tahun 2002-2005) 
3. SMA N 11 Makassar (Tahun 2005-2008) 
- Pendidikan Nonformal 
Riwayat Prestasi 
- Prestasi Akademik 
- Prestasi NonAkademik 
Tahun 2012 Juara 1 futsal himajie cup tahun  
Pengalaman 
- Organisasi 
 
Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya. 
Makassar, 15 mei 2013 
 
 
 Fitrah Afrizal 
67 
 
 
LAMPIRAN 2 HASIL PENGOLAHAN DATA 
 
 
 
Dependent Variable: Y 
Method: Least Squares 
Date: 05/14/13   Time: 19:34 
Sample: 2001 2011 
Included observations: 11 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 7.85608128314 2.38689359809 3.29134121832 0.0165860246192 
X1 1.92409099506 0.274041730497 7.02116057859 0.00041660260835 
X2 1.3787564402 0.188431743586 7.31700728318 0.000332694162648 
X3 -2.01240055431 0.28554167224 -7.04765976372 0.000408166521394 
X4 -0.85105759703 0.273977994563 -3.10629909672 0.020947459346 
R-squared 0.978019032991     Mean dependent var 6.24363636364 
Adjusted R-squared 0.963365054985     S.D. dependent var 1.27419207914 
S.E. of regression 0.243883642655     Akaike info criterion 0.318704021935 
Sum squared resid 0.356875386929     Schwarz criterion 0.499565509571 
Log likelihood 3.24712787936     F-statistic 66.7408558005 
Durbin-Watson stat 2.43864290364     Prob(F-statistic) 4.17812127999e-05 
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LAMPIRAN 3 DATA VARIABEL YANG SUDAH di Logaritma Natural (Ln) 
 
Y x1 x2 x3 x4 
5.11 15.63653 9.757594 17.60377 12.92076 
4.1 15.49694 10.72119 18.5976 12.58646 
5.25 16.70175 10.2329 18.90123 12.93222 
5.26 18.15557 11.48389 20.57713 13.91591 
6.05 18.28837 12.59976 20.66743 14.79303 
6.72 18.35482 12.42979 20.28827 14.78455 
6.34 18.31542 13.43438 21.32964 14.89374 
7.78 19.33907 13.49661 21.48151 14.95658 
6.23 19.16938 13.47185 22.03395 14.98559 
8.19 19.44264 14.60458 22.21196 14.90102 
7.65 19.40886 14.56138 22.22199 14.93205 
 
 
